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Abstract

By autonomy, most of resources that managed by central government
becomes managed by local government. By deceniralization, services 1o the
society will be more efficient and effectively.

This paper will analyze how far the response of local income because of
change in Gross Regional Domestic Product (GRDP) and also the ability of
regional finance in regional autonomy era. The result of this paper shows that
the coefficient of elasticity of regional income more than one, it means that if
Gross Regional Daomestic Product (GRDP) increase one percent, it will
increases local income more than one percent. The role of domestic income 1o
local income decrease, it means that the local government has 1o look for a
forward alternative how to increases the role of domestic income 1o local
income.

Keywords: tax effort, GRDP, coefficient of elasticity, decentralization,

LATAR BELAKANG
MASALAH

Perkembangan pereko- globalisasi serta adanya iklim vang

nomian dunia berlangsung dengan
cepat dan bersifat global, yang
secara langsung maupun (dak
langsung, mempengaruhi
perekembangan perekonomian
Indonesia. Lajunya perkeinbangan
perekonomian Indonesia sampai
dengan tahun 1996 sebelum krisis
ekonomi yang melanda Indonesia
cukup baik, hal ini disebabkan
karena dampak positif dari

menarik bagi pertumbuhan dunia
usaha di dalam negeri sebagal
dampak dan berbagi kebijakan
deregulasi dan hal ini tercermin
dalam APBN dumana peneriman
dan kegiatan pembangunan setiap
tahunnya mengalami peningkatan,
Pada tanggal | Januan
2001 pemenntah Indonesia
memberlakukan kebijakan otonom
daerah di setiap kotamadya maupun
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kabupaten di seluruh propinsi.
Dengan  diberlakukan  otonom
daerah ini diharapkan terjach
pembangunan ekonomi yang lebih
baik serta terjadi keadilan dalam
hal pemertaan pembangunan.
Peranan pemerintah daerah
dalam perekonomian suatu daerah
tercermin melalui Anggaran
Penerimaan dan Belanja daerah
(APBD). Walaupun pemenntah
daerah ndak melakukan semua
kegiatan ekonomi dan  bukan

merupakan sumber utama
pendapatan daerah, namun
pemerintah daerah harus

mempunyat sumber pendapatan
yang selain dibutuhkan untuk
membiavar  kegiatan  sektormnya
sendiri, juga wuntuk membiayai
kegiatan sektor lainnya dalam
menunjang kehidupan masyarakat .

Dalam APBD  belanja
pemerintah daerah terdin dan
belanja rutin dan belanja investasi.
Belanja rutin antara lain mencakup
belanmja pemeliharaan sarana dan
prasarana umum. Pada pengeluaran
belanja investasi meliputi sektor
perdegangan, pengembangan usaha
daerah, keuvangan ‘daerah dan
koperasi, scektor peraman  dan
kehutanan, sektor transportasi,
sektor pendidikan, sckior kesehatan
dan sebagainya. Sedangkan pada
APBD sisi penenmaan terdin (a)
bagian sisa lebith perhitungan
anggaran tahun wang lalu, (b)
Bagian Pendapatan ash daerah, dan
(c) Bagian dana perimbangan serta
(d) Bagian [amn-lain  penerumaan
yang syah.

Pengeluaran  pemerintah
daerah yang mempunyai dampak
langsung terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah adalah belanja
rutin terutama dari kategori belanja
pegawai, dan belanja barang serta
belanja investasi. Contohnya adalah
sebagai berikut :

e Peningkatan pengeluaran untuk
belanja pegawal akan
meningkatkan pendapatan
pegawar (Y) dan pemngkatan
pendapatan tersebut akan
menambah permintaan agregate
(AD) di dalam ekonomi. Melalui
efek penggadaan pendapatan,
perkembangan permintaan
pgregat  akan  memingkatkan
pendapatan pada periode
selanjutnya dan seterusnya.

e Pertumbuhan pengeluaran
pemerintah daerah untuk belanja
barang akan menambah jumlah
permintaan  agregat, sedangkan
pengeluaran pemerintah daerah
untuk belanja investasi
berdampak  posimtip  terhadap
produktivitas pekerja dan im akan
memnpengaruhi langsung
pendapatan dari sisi penawaran,

e Penambahan dana perimbangan
akan  mempengaruln  langsung
pendapatan daerah (melalui efek
belanja pegawani).

e Pengeluaran rutin lainnya aakan
berdampak posiip langsung
terhadap peningkatan  jumlah
pemuntaan agregate di dalam
perekonomian daerah.

Sedangkan pada belanja
mvestas:, melihat kenyataan bahwa
pembangunan  daerah  terutama
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Sedangkan pada belanja
mvestasi, melihat kenyataan bahwa
pembangunan  daerah  terutama
Daerah Istimewa Yogyakarta masih
dalam proses membangun maka
pengeluaran belanja investasi yang
mencermin Kan peranan pemerintah
daerah dalam  mendukung
pembangunan daerah merupakan
komponen yang sangat penting dan
APBD.  Pengeluaran  belanja
investasi untuk membangun jalan
raya maupaun jalan desa, jembatan,
irigasi waduk, gedung sekolah dan
lain-lain akan terus bertambah
mengikuti pertumbuhan penduduk
dan peningkatan kebutuhan
masyarakat setiap tahunnya.

Dan  sumber penerimaan
daerah  sebagaimana  tercermin
dalam APBD tahun-tahun
sebelumnya, apabila kita perhatikan
terlihat bahwa sebagian besar
penerimaan daerah berasal dari
dagian dana perimbangan yaitu dari
pos dana alokasi umum vyang
berkisar kurang lebih 90 persen,
sedangkan  sisanva  penerimaan
pendapatan asli daerah dan lain-
lain, Hal im1 menunjukan bahwa
struktur  perckonomian  daerah
masth  mengandalkan  kucuran
bantuan dari pemenntah  pusat
belum bisa dikatakan mandiri.

Dan penjelasan
pengeluaran dan penerimaan APBD
diatas dapat kita simpulkan, bila
penenimaan daerah lebih besar dan
pengeluran rutin, maka pemerintah
daerah mengalami surplus dalam
neraca  keuangannya, dan  im

merupakan tabungan pemerintah
daerah. APBD bisa selalu positip
sefiap tahun karena adanya dana
perimbangan yang oleh pemerintah
daerah melaw prinsip “anggaran
berimbang”  dianggap sebagai
penerimaan atau pendapatan,

Dan uraian diatas, kami
ingin menganalisis apakah
keuangan daerash wyang tercermin
dalam APBD pada periode
1990/1991 - 2002 cukup kuat atau
lemah. Hal ini diharapkan dapat
ditunjukan dari beberapa analisis
yvaitu capacity, effor, groth dan
elasticity danipada penerimaan dan
pengeluaran  pemerintah  daerah
terhadap perubahan produk
domestik regional bruto (PDRB),
kajian prinsip-prinsip  anggaran,
perbandingan ratio PAD dengan
penenimaan daerah, perbandian
antara PAD  terhadap dana
perimbangan, dan trend penerimaan
daerah serta anahsis debt sevice
ratio (DSR) dan hutang pemerintah
dacrah dan rasio PAD. Analisis
diatas merupakan salah  satu

parameter kuat lemahnya
fundamental ekonomi/keuangan
dacrah dalam menjalakan otonomi
daerah.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan hal-hal vang
dikemukan diatas pada latar
belakang masalah maka dapat kita
turunkan rumusan  masalahnya
sebagai berikut ;
I. Sejauh mana respons
penerimaan Rasio pendapatan
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penenmaan lamn  terhadap
perubahan PDRB.

3. Sejauh mana keterganiungan
penerimaan pemeritah daerah
terhadap pemerintah pusat,

MAKSUD DAN TUJUAN
PENELITIAN

Maksud dan tujuan
penelitian ini  adalah sebagai
berikut:

1. Ingin mengetahui Sejauh mana
respons  penerimaan  Rasio
pendapatan asli daerah dan
penerimaan  dacrah  akibat
perubahan sektor dalam PDRB.

2. Ingin mengetahwi sejauh mana
respons penerimaan pajak dan
penerimaan  lain  terhadap
perubahan PDRB.

3. Ingin mengetahui sejauh mana
ketergantungan penerimaan
pemenntah daerah  terhadap
pemenntah pusat.

WERANGKA PEMIKIRAN

Tujuan otonomi daerah
menurut  Smith (1985) dalam
Analisis CSIS yang dikemukakan
oleh Syanf Hidayat dibedakan dan
dua sisi  kepentingan, vaitu
Pemerintah Pusat dan Pemenintah
Daerah. Dan kepentingan 1m
Pemenntah Pusat tujuan utamanya
adalah pendidikan politk, pelatihan
kepemimpianan menciptakan
stabilitas polik dan mewujudkan
demokrasi sistem pemerintahan di
daerah. Sementara bila dilihat dari
sisi kepentingan Pemerintah daerah
ada tiga tujuan yaitu |

Untuk mewujudkan apa yang
discbut  sebagai  political
equality, artinya  melalw
otonomi  daerah  diharapkan
akan lebih membuka
kesempatan bagi  masyarakat
untuk  berpartisipasi  dalam
berbagar akuvitas politik  di
tingkat lokal atau daerah.

Untk  emnciptakan  local
accountability, artinya dengan
otonom  akan menmngkatkan
kemampuan pemenntah daerah
dalam memperhatikan hak-hak
masyarakat,

Untuk  emwujudkan  local
responsiveness, artinva denga
otonomi  daerah  diharapkan
akan mempermudah antisipasi
terhadap berbagai masalah
vang muncul dan sekaligus
meningkatkan akselerasi
pembangunan  sosial  dan
ckonom daerah.

Konsep Otonomi Dacrah
Konsep otonomi yang tertuang
dalam UL wacana yvang dapat
No. %a tahun 1974 mendapat
sorotan dan kapan kntis. Ada
dua wacana vang dapat
diambil, pertama UU no. §
tahun 1974 masih relevan
hanya belum dilaksanakan
secara Konsisten, yang
kemudian melahirkan
kebijakan pemerintah berupa
proyek percontohan otonomi di
satu daerah ungkat [l untuk
masing-masing propinst.
Kedua, UU No § tahun 1974
sudah  diganti  sama  sekali
karéna  sistem  im dinila
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proyek percontohan otonomi di
satu daerah tingkat I untuk
masing-masing propinsi.
Kedua, UU No 5 tahun 1974

sudah diganti sama sekali
karena sistem ini dinilai
menghambat proses

demokratisasi pemerintahan.

Sebagai bangsa vang berubah,
kita harus berani mengubah
pola hubungan pusat dan
daerah yang paternalistik dan

sentralistk  menjadi  pola
hubungan yang bersitat
kemitraan dan desentralistik,

Inilah yang tertuang dalam UU
No. 22 tahun 1999 dan UU Mo
25 tahun 1999, Dengan dua
undang-undang ini diharapkan
dapat meninggalkan paradigma
pembangunan yang sebaga
acuan kerja  pemenntahan,
Artinya tidak ada lag
kebijakan pembangunan vyang
mengandung nilai
ketidakadilan dan  bersifat
mematikan kreatifitas
pemerinthanan derah.
Perubahan  paradigma  ini
diannggap  sebagai  suatu
gerakan kembali ke karakter
pemerintahan  yang  hakiki.
Tujuan utama dikeluarkannya
kedua undang-undang tersebut
diatas yaitu di satu pihak
membebaskan  pemerintahan
pusat dan Dberbagai macam
persoalan yang tidak perlu
mengenai urusan  domestik,
sehingga pemerintah  pusat
cukup mengurusi  kebijakan
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{STUDI KASUS PEMKOT YOGYAKARTA Biy

makro ekonomi yang bersifat

strategis.

Dalam rangka otonomi
diperlukan  kombinasi

daerah
yang

efektif antara visi yang jelas
serta kepemimpinan vang kuat

dan
dengan
merumuskan
pemerintah
otonomi

pemenintahan

daerah.
daerah

pusat,

keleluasaan
kebijakan

Visi
dapat

dirumuskan dalam tiga ruang

lingkup, vaitu :

1. D1 bidang politik, otonomi

daerah  merupakan  buah
dan kebijakan
desentralisasi dan
demokransasi,  sehingga
dapat dipahand sebagi
sebuah proses mekanisine
pengambilan keputusan
vang taat pada asas
pertanggungjawaban
publik,

2. Di bidang  ekonomi,

terbukanya peluang bagi

pemerintah

daerah

mengembangkan kebijakan
regional dan lokal untuk

mengoptimalkan
pendayagunaan
ekonomi daereh.
3. Di
Budaaya, otonomi
dapat  dikelola

potensi

bidang Sosial dan

harus
scbhaik

mungkin demi menciptakan

dan

memlihara dinamika

kehidupan di sekitrarnya,

Berdasarkan vis
konsep otonomi  daerah

ini,

maka
yang
49



JESP Vol. 5. No.2, Oktober 2004 ; him 143-164

hubungan domestik kepada
daerah.

b. Penguatan peran DPRD dalam
pemilihan  dan  penetapan
kepala daerah.

¢. Pembangunan tradisi politik
yang lebih sesuai dengan kultur
setempat demi  menjamin
tampilnya pemerintahan yang
berkualitas tinggi.

d. Peningkatan efektivitas fungsi-
fungsi pelayanan eksekutif
melalui pembenahan organisasi
dan institusi.

e. Peningkatan efisiensi
administrasi keuvangan daerah
serta pengaturan yang lebih

jelas atas sumber-
sumberpendapatan negara dan
daerah.

f.  Perwujudan desentralisasi
fiskal melalui pembesaran
alokasi subsidi dari pemerintah
pusat  pengaturan  sumber-
sumber pendapatan daerah.

g. Pembinaan dan pemberdayaan
lembaga-lembaga dan milai-
nilai lokal yang bersifat
kondusif terhadap upayva-upaya
memelihara harmoni  sosial
sehagai suatu bangsa.

Menurut Syaukani, Gaftar dan
Rasyid (2002: 185-188) ada
beberapa ciri khas yang menonjol
dari UU No. 22 tahun 1999 tentang
otonomi daerah, yaitu antara lain :

s Demokrasi dan demokratisasi,
diperlihatkan dalam dua hal
utama yaitu rekruitmen pejabat
pemerintah  daerah  dalam
proses legitasi daerah.

s Mendekatkan pemerintah
dengan rakyat, titik berat
otonomi  daerah  diletakkan
kepada daerah kabupaten dan
kota, bukan kepada propinsi.

m Sistem otonomi luas dan nyata,
dengan sistem ini pemenntah
daerah - berwenang  untuk
melakukan apa saja yang
menyangkut  penelenggaraan
pemerintah.

m Tidak menggunakan sistem
otonomi bertingkat.

s No mandate without Funding,
UU Pemenrintah Daerah No 22
tahun 1999 vyang kemudian
ditegaskan dengan jelas dalam
UU No. 25 tahun 1999 tentang
perimbangan Keuangan antara
Pusat dan daerah.

Sementara itu,
Diratanayian (1984) mengatakan
bahwa otonomi daerah  bisa
diwujudkan apabila disertai dengan
otonomi keuangan dan ekonomi
yang baik. Artinya pemerintah
daerah semakin kreatif dan inovatif
dalam mengambil sumber-sumber
keuangan daerahnya sehingga tidak
tergantung  kepada  pemenntah
pusat.

2. Hakekat dan Manfaat Otonomi
Daerah
Secara konseptual, Otonomi
Daerah sebagaimana dijanjikan
dalam UU No. 22/1999 tentang
Pemerintahan  Daerah  telah
memberikan optimisme  bagi
pengembangan masyarakat
baru dan negara Indonesia
Baru. Apa yang disebut
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Secara konseptual, Otonomi
Daerah sebagaimana dijanjikan
dalam UU No. 22/1999 tentang
Pemernintahan Daerah telah
memberikan optimisme bagi
pengembangan masyarakat
baru dan negara Indonesia
Baru. Apa vang disebut
dengankemamdirian

pemerintah  daerah  dalam
menyelenggarakan rumah
tangganya, tampak dengan jelas
dalam batasan kewenangan
berikut : “Kewenangan daerah
Otonomi untuk mengatur dan
mengurus kepentingan
masyarakal setempat menurut
prakarsa  sensiri  berdasar
aspirasi masyarakat  sesual
dengan peraturan-peraturan
perundang-undangan”, (Ps.
I:h). Adapun kewenangan
daerah yang dimalksud dalam
UU ini mencakup kewenangan
seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam
bidang polittk luar negen,
pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal,
agama, serta kewenangan
bidang lain (Ps. &:1). Untuk
mendukung implementasi dari
UU  tersebut, pemerintah
bersama DPR juga telah
mengeluarkan UU no 25/1999
tentang Penimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, Hakikat dari UU
terakhir ini adalah memben
basis ekonomi yang diperlukan
bagi suatu pemerintah daerah di

dalam  mengatur  rumah
tangganya. Adanya perincian
yang eksplisit mengenai hak-
hak daerah dalam pembagian
pendapatan dengan pemenntah
pusat, bukan hanya
membenkan political leverage
kepada daerah, melainkan juga
memperkuat hak politik daerah
untuk menentukan arah
pembangunan sesuai dengan
kemampuan keuangan yang
dimilikinya. Menurut kedua
UU tersebut terutama UU no
25/1999 Pemerintah daerah
memiliki sumber-sumber
penerimaan bagi pelaksanaan
desentralisasi : Pendapatan asli
Daerah, Dana Perimbangan,
Pinjaman Daerah, dan lain-lain
penerimaan, (Ps.3).

Ada beberapa implikasi positif
seandanya kedua UU di atas
diimplementasikan secara
konsisten (Indria Samego,
2002) :

FPertama, jika otonomi daerah
dilakukan, akan memberi ruang
lebih longgar kepada
Pemerintah  Daerah  dalam
mengelola rumah tanganya
Kedua, implementasi otonomi
duerah yang baru mempunyai
implimentasi positif terhadap
pembagian beban atas
persoalan negara-bangsa yang
sekarang dihadapi pemerintah
pusat. Dengan desentarlisasi
pemerintahan, akan berimbas
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jauh lebih kecil dibanding
pemerintah pusat.

Keempat, pelaksanaan kedua
UL ini akan meningkatkan
kemandirian dalam
menyelenggarakan
pembangunan.

Kelima, memperbanyak pasar
dalam arti yang sesungguhnya.
Jika kita bicara tentang pasar,
yang terjadi bukanlah hanya
pertemuan antara penjual dan
pembeli  secara  fair dan

transparan. Karena
pembangunan yang
berlangsung sclama ini sangat
sentralistik sifatnya,

kepentingan  negara  dan
aparaturnya * menjadi  cukup
dominan. Oleh karena itu tidak
terlalu berlebihan bila
fenomena monopolistk dan
oligopolistik yang berkembang.
Pada giliranya kepentingan
orang Jakarta lebih menonjol

dibandingkan orang daerah.
Keenam, mempertebal
tanggung jawab dan

akuntabilitas publik terhadap
rakyat daerah  merupakan
dampak positif lain  dan
otonomi daerah. Salah satu
persoalan  yang  menonjol
sekarang ini adalah pelayanan
publik.

Ketujuh, otonomi daerah yang
dilaksanakan sepenuh hati akan
meningkatkan semangat

kompetisi  yang  memang
diperlukan dalam era
globalisasi  pasar  sekarang.
Dengan  adanya  otonomi
daerah, suasana berkompetens
semakin terbuka.

Implementasi Cionomi Daerah
Dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah yvang nyata dan
bertanggungjawab. sektor
pendapatan  daerah menjadi
peranan  penting,  dengan
melalui sektor ini dapat dilihat
sejauh mana suatu daerah dapat
membiayal kegiatan
pemerintah dan pembangunan
vang menjadt urusan rumah
tangga. Kondisi yang ditemui
dalam implementasi otonomi
daerah pada masing-masing
daerah tidak sama, karena
menyangkut tersedianya
sumber. tingkat kemajuan serta
kemampuan  sumber-sumber
yang ada. Dan uraian diatas
ada beberapa masalah umum
yang akan dikemukakan disini
menyangkut  sejauh  mana
sumber-sumber pendapatan
daerah yang tersedia dan dapat
dimanfaatkan secara maksimal
untuk menunjang keberhasilan
pembangunan daerah.

Hubungan antara  otonomi
daerah dengan pembangunan
daerah dapat  diungkapkan
dalam diagram berikut ini :
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Rewesnangan ;
Otonomi el Termasuk Kewenangan
Daerah Calam Investasi

‘//

Pemerintah daerah harus :
1. Menfasiiitasi
2. FKreatl
3. Memelihara Politik Lokal
4. Menjamin Kesinambungan Berusaha
3. Sensitil terhadap buruh dan lingkungan
Y
Tax Bases PAD Meningkat
Berubah e
‘__-_---* /
Pendapatan Daerah
¥
Dunia Usaha Berkembang,
Multiplier Effect : lapangan Kerja, Daya Beli,
Kecenderunaan Menabuna, dii
Sumber ; Syaukani, Gaffar, Rasyid, 2002
ANALISIS DAN kabupaten/Kota adalah pajak-
PEMBAHASAN pajak : hotel, restoran, hiburan,
: eklame, penerangan  jalan,
1. Pendekatan Regresi terhada 3 ! :
Analisa PAD R?ﬁu. P p-:ng,_gallan bahan galian C qan
Undang-undang No 25/1999 juga parkir daﬂrah Sedangkan pa:'ak.'
mendukung keberadaan PAD yang mm‘.’am FERIVRISS PO
(Pendapatan asli Daerah) sebagi adalah pajek kendaraan bermotor
Neniber hendieaten diendh g (PKB) dan kendaraan di atas air,
i | dari wilayah daerah itu bea Dbalik nama IFendaraan
sendiri, Adapun UU yang bermotor (BBNKB), pajak bahan
berksitan dengan pendapatan bakar kendaraan bermotor dan
daerah adalah UU no 34/2000 pajak  pengambilan dan
( i UU. No. 18/1997) pemanfaatan air bawah tanah dan
Berdasar UU. No, 34/2000 ini air permukaan,

penerimaan  yang  diperoleh
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Sebenarnya jika dilihat dan
substansi UU No. 34/2000 ini
tidak ada perubahan yang
signifikan yang menjadi sumber
pendapatan daerah. Dibandingkan
dengan UU sebelumnya memang
UU No. 34 ini mengalam sedikit
perubahan yang diharapkan dapat
memperkuat posisi PAD dalam
pembangunan daerah. Perubahan
itu diantaranya adalah (Alfitra
Salam, 2002)

Pertama, bagi propinsi berupa
perluasan PKB dan BBNKB yang
memasukan kendaraan di atas air.
Kedua, dibedakannya pajak hotel
dan restoran yang sebelumnya
menjadi satu,

Ketiga, bagi kabupaten dan kota
ditambah dengan pajak baru yaitu
parkir,

Bagi daerah PAD ini jelas sumber
dana yang diperoleh berdasarkan
inovasi dan kreasi pemerintah
daerah  untuk  menciptakan
sumber pendapatan baru. Oleh
karena itu, pemerintah daerah
bersama-sama DPRD haru srajin
mencari  peluang-peluang  baru
sebagai sumber pemasukan Kas
daerah. Melalui Perda-perda kimi
pemerintah daerah telah banyak
membuat perda baru Yyang
diharapkan dapat memperkuat
posisi PAD. Apalagi bagi
anggota dewan, PAD ini sangat
penting, karena gaji pimpinan dan
anggota DPRD sangat tergantung
dari PAD vyang didapat oleh
masing-masing daerah.

Jika dibandingkan pendapatan
yang diperoleh Pemenntah Pusat

dari daerah dengan PAD yang
diperoleh  daerah, sebenarnya
sumber PAD ini  kecil-kecil.
Namun semangat untuk
meningkatkan PAD sangat terasa
sekali hampir di sebagian besar
daerah. Persoalan yang timbul
adalah bahwa: upaya untuk
meningkatkan PAD ini cenderung
menimbulkan citra yang kurang
baik bagi dunia usaha karena

seringkall menjad beban
pengusaha,  sehingga dapat
menggangu kelangsungan

investasi di daerah.
Masalah utama yang muncul dan
implementasi UL No. 34/2000
adalah  banyaknya  pungutan
daerah vang sebagiannya tidak
sesuai dengan Kriteria yang telah
ditentukan.  Diantara  krileria
tersebut adalah sebagai benkut :

1. Bersifat pajak bukan
retruibusi

2. Obyek pajak terletak
diwilayah daerah kabupaten
atau kota serta melayani
masvarakat di wilayay daerah
yang bersangkutan.

3. Obyek dan dasar pengenaan
pajak tidak  bertentangan
dengan kepentingan umum.

4. Tidak memberikan dampak
ckonomi vang negatif,

5. Memperhatikan aspek

keadailan dan kemampuan

masyarakat.

Menjaga kelestanan

lingkungan.

&
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5. Memperhatkan
keadailan dan kemampuan

aspek

kelestarian

dengan kepentingan umum. masyarakat.
4, Tidak memberikan dampak 6. Menjaga
ekonomi yang negatif. lingkungan,
Tabel 1.

Perkembangan Rasio PAD terhadap Penenmaan Daerah
Kota Yogyakarta, Nilai Produksi Pertanian, industri dan Eksport.

Tahun PAD Penerimaan| Rasio | Pertanian | Industri| Ekspor
%
19921  7597056,25 2489847651 305 14748 157131 61721
1993 9671916,25 26619287,3 363 16389 169647 65838
1994 11973514,25 317729355 37,6 15459 198282 71410
1995, 1391935525 389773995  35.7 15932| 222959 69815
1996 1692223275 45015133,5| 37,5 15561] 232751 75040
19971 1880872625 52647892 35,7 14319 266425 260908|
1998 1976833375 672086875 294 12151 290016 341644
1999 23585819,75 90971636,50 259 12059 294595| 252552
2000 224529500 1044761800 214 12291] 231042] 361774
2001 40352590, 2270091700 17,8 12152] 148342 394519
2002 563770000 303020420, 18,6 11122] 152435 408529

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka (diolah)

Dari tabel 4.1 dapat kita
lihat bahwa ratio perbandingan

PAD

terhadap

penermaan

mengalami penurunan dan tahun ke

tahun.,

dengan

Penurunan
disebabkan
kenaikan

karena
PAD
Prosentase

PAD ini
prosentase

dibandingkan

kenaikan

penerimaan lain yang masuk dalam
komponen PAD kenaikannya lebih

rendah

komponen
komponen

dibandingkan

lainnya.
yang

dengan

Sedangkan

mengalami

kenaitkan yang signifikan adalah

penerimaan dari bagi hasil pajak.
Dani gambaran diatas, akan

kita coba mencari hubungan antara

Sektor Pertamian, Sektor Industn

dan

eksport

perbandingan
Penerimaan
Yogyakarta.
menjelaskan
digunakan metode regresi sebagai
berikut :
TY=by+bPm+byInd+b; X
Dimana :

T/Y

Ptn
Ind

X

terhadap

Tasio

antara PAD dan

daerah
Untuk

hubungan

Kota
dapat
diatas

: Rasio perbandingan PAD

dan Penernnmaan Daerah

: Nilai

Eksporr

- Nilai Sektor Pertanian
: Nilai Sektor Industni
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statistik yang mempunyai pengaruh

terhadap pembentukan rasio antara

PAD dan penerimaan daerah adalah

scktor  pertanian, dan  sektor

industri. Sedangkan untuk ekspor
tidak mempunyai pengaruh secara
statistik. Untuk sektor peraman dan
sektor industri pengaruhnya besifat
positip  artinyva  jika  terjadi
peningkatan pertanian dan industn,
maka rasio PAD juga mengalami
peningkatan. Untuk peningkatan
sektor pertanian sebesar Rp. 1 juta
maka akan meningkatakan 0.3 %.

Sedangkan peningkatan industri

sebessr Rp. | juta akan

meningkatkan rasic PAD sebesar

0,05 %.

2., Respon Penerimaan Daerah
dan Pengeluaran terhadap
perubahan PDRB.
Peningkatan peran suatu daerah
dalam pelaksanaan otonomi
daerah  sangat  menentukan

keberhasilan pembangunan
daerah. Salah satu hal yang
paling menentukan

pembangunan daerah adalah
besarnya penenmaan daerah.
Karena penerimaan daerah
akan digunakan untuk
membiayai pembangunan
daerah. Jika kita perhatikan
penenmaan Kkota Yogyvakarta
dapat kita perhatikan dalam
tabel 4.3, Dari tabel tersebut
dapat kita lihat lihat dari tahun
ke tahun penerimaan daerah
kota Yogyakarta mengalami
kenaikan tiap tahun. Kenakan

tertingel terejadi pada tahun
2001 vaitu sebesar 117,3 %, hal
i tenadi karena Otonomi
Daerah  baru  dilaksanakan
serentak  pada tahun 2000
diseluruh  wilayah Kabupaten
dan  kotamadya  diseluruh
Indonesia dan disertai dengan
penempatan pejabat-pejabat
pusat ke daerah, dan ini
mengakibatkan setiap daerah
Kabupaten dan Kotamadya
harus berbenah din untuk dapat
melaksanakan otonomi daerah
dengan baik. Salah satu hal
vang harus dipersiapkan oleh
daerah adalah dukungan dana
vang begitu besar. Sedangkan
peningkatan penerimaan daerah
terendah terjadi pada tahun
1993, vaitu sebesar 6 %, Hal ini
terjadi karena pada tahun 1990
ekonomi Indonesia mengalami
overheated economy (ekonomi
vang cepal memanas), dan im
mengakibatkan menaiknya
harga barang-barang secara
umum di Indonesia. Sehingga
pada tahun itu pemernintah
melalu Bank Indonesia
melakukan  kebijakan Uang
ketat. Dampak dan kebijakan
iy berimbas kepada
peningkatan penerimaan
dacrah, walaupun penerimaan
daerzh kota Yogyakarta
mengalami peningkatan tetapi
peninghkatannya  tdak  begitu
besar
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ekonomi tertinggi terjadi pada
tahun 1995 yaitu sebesar 11 %.
Pada tahun tersebut kawasan
Asia Tenggara mendapat pujian

dari Bank Dunia sebagai
kawasan vyang pertumbuhan
ekonominya sangat
menakjubkan, termasuk
Indonesia dan khusunya Kota
Yogyakarta, Pertumbuhan
ekonomi begitu besar di

Indonesia diakibatkan karena
peranan investasi asing di
Indonesia  begitu besar,
sehingga sangat menyokong
pertumbuhan ekonomi negara
Indonesia, dan khususnya kota
Yogyakarta, Sedangkan
pertumbuhan terendah terjadoi

Tabel 2.
Perkembangan penennmaan dan PDRB
Kota Yogyakarta
Penerimaan FDRB
Tahun (Juta rp)) Perubahan (Juta Rp) |Perubahan
1992 24898, 5| . 986409 -
1993 266193 6,911 1070288 8.5
1994 317729 19,36 1148964 7,35
1995 38977 4| 22.67 1281241 11,5
19961 45015,1 15,49 1385933 8,17
1997 52647.8 16,96 1461003 5,42
1998 67208,6 27,66 1301930,  -10,9
1999 90971,6 35,36 1309434 0,58
2000 104476 2 14,84 1357916 3.7
2001 227009.2] 1173 1402576 329 |
2002 3030204 33,48 14520800 3.53 |
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka (diolah)

Sedangkan jika kita pada tahun 1998, pertumbuhan
lihat Pendapatan Domestk terendah ini diakibatkan karena
Regional Bruto Kota negara  Indomesia  sedang
Yogyakarta, pertumbuhan dilanda badai knsis yang

sampal memasuki tahun 2002
belum menunjukan tandaOtanda

pemulihan ekonomi.
Dari gambaran
diatas bagaimana pola

hubungan antara PDRB kota
Yogyakarta dengan penerimaan
daerahnya. Untuk bisa
menganalisis mari kita lihat
pengaruh PDRB dengan tingkat
pendapatan melalui hubungan
regresi.

Dibawah ini,
adalah hasil regresi antara
PDRB  Kota  Yogyakarta

terhadap Penenmaan Kota
Yogyakarta. Diperoleh hasil
sebagai benkut ;
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Penerimaan = -344 639 -+
(0,339 PDRI3
Se 204 681 0.1579

T hitung (-1,684)** (2, |48)%*+
R*=0339  Fipune = 4,613%%*
Keterangan :
**** signifikan padaa = 5 %
*** signifikan pada o = 10 %
**  signifikan pada o = 20 %
Dari  hasil regresi
diatas dapat kita intepretasikan
sebagai berikut:
Angka -344.639  artinya
apabila ~ PDRB  dianggap
konstan dan faktor-faktor lain
(misal : harga produk tetap,
pajak, dll) dianggap tetap,
maka rata-rata  penerimaan
sebesar —344.639, Penerimaan
yang negatif.berarti pemerintah
menberikan  subsidi  kepada
masyarakat sebesar Rp. 344.6
Milyar,
Angka 0,339 artinya apabila
faktor lain diangpap tetap atau
tidak berubah maka apabila
terjadi kenaikan PDRB sebesar
Rp. 1 Milyar maka akan terjadi
kenmkan  penerimaan  sebesar
Rp.339 juta,

Secara statistik
tingkat PDRB  mempunyai
hubungan positif dan
signifikan, hal ini dibuktikan
dengan uji statishk t yang
nilainya lebih besar dari t tabel,
dengan o = 10 %. Ditambahh

dengan keberadaan koefisien
determinasi sebesar 0,34, yang
artinya  penerimaan  kota
Yogyakarta dapat dijelaskan
oleh PDRB Kota Yogyakarta
scbesar 34 % dan 66 9%
dijelaskan oleh variabel selain
PDRB (misalnya : harga
produk, Perilaku masyarakat
akan ketaatan membayar pajak
dil),

Koefisien
clastisitas penenimaan
pemerintah  daerah  dapat
diturunkan  dari  elastisitas
permintaan harga, Nilai
perbandingan antara persentase
perubahan penerimaan
pemerintah Kota yogyakarta
dengan persentase perubahan
Produk  Domestik Regional
Bruto Kota Yogyakarta disebut
koefisien clastisitas
penertmaan,

Koefisien
elastisitas penerimaan adalah
suatu angka petunujk yang
menggambarkan sampai berapa
besarkah  perubahan  jumlah
penerimaan  pemerintah  kota
Yogyakarta apabila terjadi
perubahan  dalam  Produk
Domestik Regional Bruto Kota
Yogyakarta, K.oefisien
elastisitas penerimaan dihitung
dengan menggunakan rumus di
bawah ini
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Persentasi perubahan jumlah penerimaan

Ep-mm'mun 5

Ersentasi perubahan PDRB

Dari hasil tersebut diatas
dapat kita can Dbesamya
koefisien elastisitas penerimaan
vaitu sebesar 4,7 %. Angka ini
menunjukan apabila PDRB
kota Yopyakarta mengalanm
kenatkan sebesar 1 % maka
akan mengakibatkan
peningkatan penerimaan daerah
sebesar 4,7 %, dengan asumsi
bahwa faktor selain PDRB
dianggap tidak berubah,

Angka elastisitas
penerimaan yang lebih besar
darn | (satu) memang lazim
terjadi pada berbaga jenis
penenmaan pusat yang
diakibatkan PDB (Faisal basn,
1995). Dann  gambaran 1m
kiranya jelas sumber
penerimaan pajak yang paling
potensial langsung ditank oleh
pemerintah daerah. Keadaan 1im
sudah barang tentu merupakan
salah satu bentuk disisentil bagi
daerah untuk memacu
pembangunan  daerah  dan
menggalakan penenman  ashi
daerah. Liniuk
mengimbanginya  pemenintah
daerah harus mampu dan
berhasil meningkatkan
penanaman modal dan
menggairakan iklim berusaha,

sehingga produktivitas  dan
penyerapan tenaga kerja di
daerah meningkat. Dan ini
tentu saja merupakan tambahan
potensi penerimaan dan pajak
pendapatan,

ketergantungan Penerimaan
Daerah  terhadap Bantuan
pemerintah pusat.
Ditengah-tengah kendala
kendali pusat yang menghimpit
dacrah untuk meningkatkan
kemempuannya sendini dalam

menghadapi tuntutan
pembangunan  daerah  yang
semakin tinggi yaitu

penyelenggaraan  pemenntah
yvang efeknf dan efisien,
penyediaan pelayanan umum
kepada masyarakat di daerah,
serla pengembangan
infrastruktur fisik dan non fisik
untuk  memperkuat  sekior
usaha). masih ada bebrapa
celah yang bisa dikembangkan
untuk  meningkatkan sumber
Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Ditambah dengan
keyakinan  bahwa  sistem  dan
mekamsme  pemungutan PAD
belum opnmal, maka PAD di
dalam sumber penenmaan
daerah  harus  ditingkatkan
secara signifikan,
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Tabel 3.

Perkembangan Bagian Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan
Kota Yogyakarta

berasal dari lima sumber pokok

sebagai berikut (Faisal Basn,

1993) :

1. Pendapatan (Pajak
pendapatan  perseorangan
atau pajak perseroan)

2. Transaksi
pertambahan nilai)

3. Kekayaan atau Harta (pajak
Bumi dan Bangunan)

4. Kekayaan Alam (royalty)

5. Sumber-sumber  lainnya
(bea masuk, pajak ekspor,
laba BUMN/D)

(pajak

Bagian Bagi Hasil ‘ :
~ Tahun |  pajak/mon pajak ~ Penerimaan Rasio
1992 2014242,75 248984765, 8.l
1993 3104300 zamuzsm‘ 11,6
1994 4942154,25 31772935.5 15,5!
1995 6083739.5 38977399.5 15,6
1996 7121727 45015133,5 15,8
1997 7910526 52647892 15.0
1998 853046825 67208687.5 12,7
1999 10100909,75 90971636,5 11,1
2000 60548900 104476180 57,9
2001 167269510 22700917 73,7
| 2002 187969570 303020420 62,1
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka (diolah)
Secara gans besar Sumber yang
penerimaan pemerintah daerah pertama dan kedua bisa

dikatakan sepenuhnya ditarik
dan dikelola oleh pemerintah
pusat. Yang masih tersisa dari
sumber kedua dalam jumlah
yang cukup besar adalah PP |
(Pajak  Pembangunan  1).
Sumber yang ketiga dan
keempat (kecuali minyak bumi,
hasil tambang dan gas) praktis
90 % dan B0 % jatuh ke
daerah. Sementara sumber yang
kelima hampir sebagian besar
masuk ke pemerintah pusat.
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Tabel 4.
Perkembangan PAD dan Penenmaan daerah
Tahun PAD Penerimaan Rasio
1992 7597056,25 24898476,5 30,5
1993] 9671916,25 266192873 36,3
1994 11973514,25] 317729355 37,7
1995 1391935525 389773995 35,7
1996 16922232,75| 45015133,5 37,
1997 18808726.25 52647892 35.7
1998 19768333,75 67208687,5 29,4
1999 23585819,75 909716365 25.9
2000 22452950 104476180 21,5
2001 40352590 227009170 17,8
2002 56377000 303020420 18,6
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka (diolah) T
Bertolak dari l. Mengenali dengan baik
gambaran  diatas, memang potensi daerah sendiri dan
celah-celah untuk menggalang kemampuan
meningkatkan penerimaan untuk menguatkan potensi-

daerah dari PAD sangatlah
terbatas. Kendala ini membawa
kepada kosekuensi  bahwa
untuk  meningkatkan PAD,
pemenintah daerah  dituntut
untuk melakukan pembenahan

potensi tersebut.

Dengan mengidentifikasikan
anecka potensi (lewat baseline
survey) daerah memiliki
gambaran yang menyeluruh
lentang basis Pendapatan asli

struktura, vang meliputi Daerahnya, mana vang sudah
identifikasi  potensi PAD, Jenuh dan mana yang masih
sistem mekanisme pemungutan, bisa dikembangkan. Dari sini
peningkatan  kapasitas  dan bisa ditetapkan target dan
kapabilitas aparat, dan realistisnya.

infrastruktur hukumnya. 2. Menitikberatkan kepada

Kesemuanya tetap  dalam
kerangka menegakan prinsip-
prinsip rasa keaadilan,
kemampuan membayar, dan
efisiensi pemungutan.

sumber penerimaan yang
besar saja.

Bahklan kalau perlu
menghapus beberapa  jenis
pajak yang sudah kurang

Adapun  langkah- relevan lagi dengan
lqngkah nyata yang harus perkembangan zaman,
ditempuh Pemerintah Daerah khusunya pola konsumsi

adalah sebagai berikut
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masyarakat dan sifat-sifat
obyek pajaknya.

Menetapkan kebijakan harga
yang mampu imenopang
pencapaian optimalisasi
kapasitas produksi.

Untuk itu jajaran aparat
daerah yang mengelola
Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) di bidang public
utility harus benar-benar
mampu memaham prinsip-
prinsip ekonomi. Namun
ndak berarti asas pemerataan
dan keadilan harus dilanggar,
Yang kerap menjadi masalah
bagi BUMD adalah misi
sosial yang diemban oleh
BUMD menjadi tameng
ketidakefisienan.
Memperhitungkan segala
sesuatunya dan tinjauan yang
lebih makroskopis,
Pengenaan suatu obvek pajak
atau bentuk-bentuk pungutan
lainya hendaknya semata-
mata dilihat sebagar upaya
untuk memaksimumkan
penerimiaan  jemis  pajak
tertentu, melainkan  perlu
memperhitungkan
dampaknya kepada
perekonomian daerah secara
keseluruhan.

Peningkatan kemampuan
aparatur dinas pendapatan
daerah yang disertai
penyempurnaan administrasi
dan sistem akuntasi.

Berbaga imisiatilfl  dan
langkah-langkah yang telah
diotempuh dalam

meningkatkan kualitas

aparatur dan penyempurnaan

sistern  admimstrasi  perlu
terus dilanjutkan dan
disempurnakan.

6. Mengefektifkan  pengenaan
local user charges.

Jika kita lihat dari tabel 4.6.
tampak bahwa penerimaan Kota
yogyakarta masih mengandalkan
bagian hasil pajak/von pajak. Hal
imi dapat kita lihat bahwa pada
tahun 1992 ketergantungan
penerimaan terhadap pusat hanya
8.1 %, dan meningkat menjadi 62,1
% pada tahun 2002. Dan gambaran
ini pemerintah daerah bersama-
sama dengan DPRD harus kreanf
dan inovatf dalam meningkatkan
Pendapatan Ashi Daerah,

PENUTUP
. Secara statistik yang
mempunyai pengaruh terhadap
pembentukan rasio PAD dan
penerimaan  daerah  adalah
sektor pertanian, dan sektor
industri.  Sedangkan  untuk
ckspor  tidak  mempunya
pengaruh  secara  stanistik.
Untuk sektor peranian dan
sektor industni pengarubnya
besifat posiip artinya  Jika
terjadi pemngkatan pertanian
dan industri, maka rasio PAD
juga mengalami peningkatan,
Untuk  peningkatan  sektor
pertanian sebesar Rp. 1 juta
maka akan meningkatakan 0,3
%. Sedangkan peningkatan
industri sebesar Rp, | juta akan
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1

Lad

meningkatkan rasic PAD
sebesar 0,05 %.

Besarnya koefisien elastisitas
penerimaan Kota Yogyakarta
vaitu sebesar 4,7 %. Angka ini
menunjukan apabila PDRB
kota Yogyakarta mengalami
kenaikan sebesar | % maka
akan mengakibatkan
peningkatan penerimaan daerah
sebesar 4.7 %,  Angka
elastisitas pencnmaan  yang
lebih  besar dan 1 (satu)
memang lazim  terjadi  pada
berbagai jemis  penerumaan
pusat yang diakibatkan PDB.
Penerimaan Kota vogyakarta
masih mengandalkan bagian
hasil pajak/non pajak. Hal im
dapat kita lihat bahwa pada
tahun 1992 Ketergantungan
penerimaan  terhadap  pusat
hanya 8,1 %, dan mcmngkat
menjadi 62,1 % pada 1ahun
2002. Dan gambaran ini
pemenntah  daerah bersama-
sama dengan DPRD harus
kreatif dan mmovauf dalam
memngkatkan Pendapatan Ash
Dacrah

Peranan PAD terhadap
penenimaan  daerah  semakin
mengecil Untuk mengatasi

penurunan  peranan  PAD

terhadap penerimaan daerah

Pemerintah Kota Yogyakarta di

harapkan

a. Karena angka koefisien
elastisitas penermaan
daerah lebih besar dan 1,
maka pemenntah daerah
diharapkan mengurangi
atau  kalau mungkin
menghentikan penggalian-
pengalian  sumber-sumber
daerah vang distorsif, tidak
efekuf dan tidak efisien.
Sehingga akan berdampak
kepada iklim  ekonomi
daerah kondusif’ dan akan

meningkatkan
pertumbuhan ckonomi
daerah

b, Memtikberatkan kepada
beberapa sumber

penerimaan yang besar saja

¢. Pemingkatan kemampuan
aparatur Dinas Pendapatan
Daerah  vang  disertai
penyempurnaan
administrasi dan system
akuntabilitas.
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